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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR . . TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN PENEMPATAN

Menimbang

iengingat

TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL,

hahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan penempatan
tenaga kerja yang banyak terjadi di Kabupaten Bantul diperlukan
adanya tim yang menangani permasalahan ketenagakerjaan sehingga
permasalahan dimaksud dapat diselesaiakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan
Tim Penanggulangan Permasalahan Penempatan Tenaga Kerja Di
Kabupaten Bantul Tahun 2008,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-
18/Men/1X/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-07/Men/IV/2008 tentang
Penempatan Tenaga Kerja;

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
207/Men/2008 tentang Sistem Antar Kerja;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul;

15, Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun
Anggaran 2009;

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2009;

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU . Membentuk Tim Penanggulangan Permasalahan Penempatan Tenaga
Kerja di Kabupaten Bantu! Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan
personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. mengadakan koordinasi secara rutin untuk membahas permasalahan
penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bantul;

b. melakukan inventarisasi permasalahan penempatan tenaga kerja di
Kabupaten Bantul;

c. menyiapkan data yang diperlukan untuk pencermatan permasalahan
sebagaimana dimaksud huruf a sebagai bahan pertimbangan kepada
Bupati Bantul dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang
ketenagakerjaan;

d. melakukan kocrdinasi pembinaan kepada instansi dan lembaga terkait
yang dipandang periu; dan

e. menyelesaikan permasalahan penempatan tenaga kerja di Kabupaten

Bantul dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang
berkepentingan.
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Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT Segala biaya yang timbui sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul dan atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI
A M. {DHAM SAMAWIf
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul,
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bantul;
8. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul,
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

Lo-

. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
Yang bersangkutan,

untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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SUSUNAN DAN PERSONALIA

JABATAN
i | DALAM TIM JABATAN DALAM DINAS KETERANGAN

1. Pelindung Bupati Bantul

Penasehat 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantu!
2. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten
Bantul

3. . Ketua Kepala  Dinas Tenaga Kerja dan
I Transmigrasi Kabupaten Bantul

4. . Sekretaris : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja |
dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

5 ¢ Anggota 1. Kaur Bin.Op. Satreskrim Polres Bantul

i 2.Ka. Sie. Pengawasan Norma
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul

3. Ka. Sie. Penempatan Tenaga Kerja pada
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5. Ka. Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul

6. Unsur Kejaksaan Negeri Bantui Stp. Subagyo, SH.
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